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WALIKOTA AMBON 
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON 
NOMOR 85 TAHUN 2023

TENTANG

FEMBENTUKAN TIM PROFESI AHLJ TAHUN 2023 

WALIKOTA AMBON,

bahwa untuk melaksan 
dan (2) Peraturan Pemei 
16 Tahun 2021 ten tang 
Undang Nomor 28 Tahu: 
perlu menetapkan 
Pembentukan Tim Profe:

ketentuan Pasal 232 ayat (1) 
tah Republik Indonesia Nomor 

Peraturan Pelaksanaan Undang- 
2002 tentang Bangunan Gedung 
eputusan Walikota tentang 

i Ahli;

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat No 23 Tahun 1957 tentang 
pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dan 
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Leinbar 
Negara Tahun 1957 Nomor 80 Sebagai Undang-Undang, 
Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3137);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6628);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

, 10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2013 
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Ambon 
Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Ambon Nomor 290);

11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Ambon (Lembar Daerah Kota Ambon Tahun 2016 
Nomor 4, Tambahan Lembar Daerah Kota Ambon Nomor 
321); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 
1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 389);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Profesi Ahli Tahun 2023 dengan susunan

Keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian
tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu
mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung 

terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan 
pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses 
konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;dan

b. Memeriksa dokumen RTB terhadap pemenuhan Standar 
Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan 
memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam 
proses konsultasi Pembongkaran;

c. Dalam hal Pemerintah Daerah Kota belum memiliki RDTR 
dan/atau RTBL, TPA dapat memberikan pertimbangan 
teknis kepada Pemerintah Daerah Kota terkait informasi 
KRK;

d. Dalam hal Pemerintah Daerah Kota membutuhkan 
penyelesaian masalah dalam Penyelenggaraan Bangunan 
Gedung, TPA dapat memberikan masukan;



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

e. Dalam hal sertifikasi BGH, TPA melakukan proses 
verifikasi daftar simak penilaian kineija BGH beserta 
dokumen pembuktiannya dan menetapkan peringkat BGH 
berdasarkan hasil verifikasi penilaian kineija;

f. Hasil keija TPA dituangkan secara tertulis dan dapat 
dipertanggungjawabkan;

: Masa keija Tim Profesi Ahli sebagaimana dimaksud dalam 
diktum kesatu berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Ambon pada Dinas Pekeijaan Umum 
dan Penataan Ruang.

: Keputusan Walikota Ambon ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan.
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Kabag Hukum Г 7

Tembusan:

1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Inspektur Kota Ambon.



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON 
NOMOR 95 TAHUN 2023 
TANGGAL £6 3R(Vuai4 2023 
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROFESI AHLI 

TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PROFESI AHLI TAHUN 2023,

NO.
.

NAMA UNSUR

1 . Nusye Mozes Y. Lewaherilla, ST., M.Eng AKADEMISI

2. Desviana Carolina Maspaitella, ST., MT AKADEMISI
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WALIKOTA AMBON,

<i)MELKIAS WATTIMEN A


